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PRAKATA 

Salam sejahtera 

Dengan penuh rasa syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, kami 

mempersembahkan Laporan Hasil Analisis Program Pelayanan KB di Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 dan 2023 ini yang berisi analisis evaluasi program 

pelayanan KB yang sudah berjalan mulai dari tahun 2022 sampai 2023 dengan baik 

dan lancar. 

 Laporan ini dibuat sebagai kilas balik program yang sudah terlaksana sehingga 

dikaji kembali apakah dalam pelaksanaan program tersebut sudah tepat sasaran dan 

target capaian terpenuhi. Melalui buku ini, kami ingin memberikan gambaran 

pelaksanaan program pelayanan KB terhadap unmet need menggunakan data frekuensi 

peserta KB Alami (PA) dan peserta KB Baru (PB) serta faktor yang mempengaruhi 

penurunan unmet need di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Sehubungan dengan penyelesaian laporan hasil analisis program ini, kami 

ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan baik secara langsung 

maupun tidak langsung: 

1. Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Mohamad Iqbal 

Apriansyah, S.H., M.P.H. atas izin pelaksanaan PKL SKM Penggerak yang 

diberikan 

2. Koordinator Program Studi Kesehatam Masyarakat, Fakultas Kedokteran, 

Universitas Negeri Semarang, Muhammad Azinar, S.K.M., M.Kes. atas 

pembekalan dan ilmu dalam pelaksanaan PKL SKM Penggerak 

3. Pembimbing Lapangan Institusi, Zuhdi Astuti, S.K.M., M.Psi. atas saran 

dan bimbingan selama pelaksanaan kegiatan PKL MBKM SKM Penggerak 

4. Dosen Pembimbing Akademik, Lukman Fauzi, S.K.M., M.P.H. atas saran 

dan bimbingan selama pelaksanaan PKL SKM Penggerak 
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5. Orang tua yang senantiasa memberi dukungan dan doa 

6. Teman-teman yang selalu membantu dan membersamai 

7. Semua pihak terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas 

bantuannya dalam penyelesaian Laporan Hasil Analisis Program 

Pelayanan KB ini. 

Kami berharap melalui laporan ini, pembaca dapat memperoleh wawasan yang 

lebih luas tentang pentingnya pemantauan hasil program sehingga terbentuknya 

kebijakan yang lebih sesuai untuk menekan angka unmet need yang dapat 

berhubungan dengan stunting. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari 

sempurna, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dari semua pihak demi 

kesempurnaan laporan ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya.  

 

Yogyakarta, 23 September 2024 

 

Tim Penyusun 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 mengenai 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana 

(KB) dan Sistem Informasi Keluarga,  yang dikhususkan untuk Keluarga Berencana 

merupakan usaha dari Pasangan Usia Subur (PUS) untuk merencanakan kelahiran 

anak, jarak dan usia ideal melahirkan untuk membentuk keluarga yang sejahtera. 

Dalam mengatur jarak kelahiran ini, dibutuhkan pelayanan KB berkualitas pada setiap 

PUS sehingga tidak terjadi unmet need. Unmet Need sendiri merupakan tidak 

terpenuhinya kebutuhan KB pada PUS yang mengakibatkan kesulitan dalam 

penjarangan kelahiran atau mungkin ingin berhenti sama sekali pada kehamilan, 

namun tidak menggunakan alat/obat/cara ber KB (Mukti & Prabawa, 2024).  

Pada tahun 2021, jumlah unmet need di Indonesia mengalami penurunan 

terendahnya semenjak 2018 sebesar 5,3% PUS. Namun, pada tahun 2022 angka unmet 

need pada setiap PUS mengalami kenaikan sebesar 6,9% PUS. Kemudian, data terbaru 

di tahun 2023 angka unmet need cenderung menurun menjadi 5,22% PUS (Kemenkes 

RI & BKKBN, 2020). Sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami 

penurunan kejadian unmet need KB PUS. Menurut hasil pendataan pada website 

Sistem Informasi Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga (SIGA BKKBN) 

dalam laporan Pengendalian Lapangan (DALLAP), Daerah Istimewa Yogyakarta 

memiliki persentase kejadian unmet need sebesar 24% pada setiap PUS di tahun 2022. 

Kemudian pada tahun 2023, persentase kejadian unmet need menurun menjadi 14, 6% 

pada setiap PUS (BKKBN, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan angka 

unmet need dalam skala nasional pada tahun 2023 juga berpengaruh terhadap 

penurunan persentase unmet need di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Ini mungkin disebabkan karena banyaknya capaian program yang terlaksana 

dengan baik dan dikelola juga dengan baik sehingga dapat menambah jumlah PUS 
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untuk ikut andil dalam kepesertaan KB. Peserta Keluarga Berencana (KB) merupakan 

bagian dari masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan - kegiatan KB dan 

menggunakan alat kontrasepsi dalam upaya membentuk keluarga yang berkualitas 

(Zahari et al., 2022). Dalam hal ini, Peserta KB terbagi menjadi dua kategori yakni 

Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru. Peserta KB Aktif  mengacu pada Pasangan 

Usia Subur (PUS) yang masih produktif secara seksual dan saat ini tetap menggunakan 

alat kontrasepsi untuk menghindari kehamilan. Sementara itu, untuk Peserta KB Baru 

merupakan Pasangan usia Subur yang baru pertama kali memulai untuk menggunakan 

alat kontrasepsi atau bisa mencakup pada PUS yang kembali menggunakan alat 

kontrasepsi setelah pernah hamil atau keguguran (Disdalduk KB Kota Bima, 2020). 

Penurunan angka unmet need merupakan hal baik bagi penduduk mengingat 

permasalahan yang muncul pada masyarakat salah satunya stunting (BKKBN, 2021). 

PUS yang mengalami kejadian unmet need berkesempatan untuk memiliki anak yang 

lebih banyak dengan didukung oleh faktor lain misalnya sosial ekonomi sehingga 

dapat menyebabkan anak mengalami stunting (Fenta & Zeru, 2024). Dalam hal ini, 

perlu adanya penanganan khusus terhadap PUS yang ingin ber KB namun tidak dapat 

mengakses atau mendapatkan KB maka peranan dari lembaga pemerintahan sangat 

dibutuhkan disini. BKKBN merupakan lembaga pemerintahan yang berfokus untuk 

menyusun perencanaan sekaligus pelaksana program yang bertujuan untuk tiap PUS 

mampu membentuk keluarga yang berkualitas dan sejahtera (BKKBN, 2020). Salah 

satu program yang diusung oleh BKKBN adalah program pelayanan KB yang berguna 

untuk mengendalikan jumlah kelahiran dalam hal ini merencanakan kehamilan yang 

lebih matang sehingga dapat terhindar dari permasalahan baik kesehatan, sosial 

ekonomi, terlalu banyak penduduk dan lainnya. Salah satu sasaran yang dijadikan 

capaian adalah penambahan peserta KB baik aktif dan baru. Hal ini dapat 

memungkinkan berkurangnya angka unmet need atau ketidakmampuan PUS untuk 

memperoleh KB.  

Berdasarkan penjelasan diatas, telah terjadi penurunan angka unmet need di 

Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 sebesar 14,6%, namun penurunan 
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tersebut belum mencapai target nasional yaitu 8% (Kominfo RI, 2023). Oleh karena 

itu, diperlukan analisis evaluasi terhadap pelaksanaan program pelayanan KB di 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang berguna untuk mengukur pelaksanaan program 

tersebut dapat mencapai target nasional dalam hal penurunan angka unmet need.  

 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Adapun untuk tujuan umum dalam penulisan laporan analisis ini adalah untuk 

mengetahui keberhasilan pelaksanaan program pelayanan KB terhadap unmet need di 

Daerah Istimewa tahun 2022 dan 2023. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Selain adanya tujuan umum untuk mengetahui keberhasilan program secara 

keseluruhan, disusun pula tujuan khusus yang mencakup: 

a. Mengetahui pencapaian program pelayanan KB terhadap unmet need di 

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 dan 2023 

b. Mengetahui faktor-faktor determinan dalam pelaksanaan program pelayanan 

KB terhadap unmet need di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 dan 2023 
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BAB II  

DESKRIPSI PROGRAM YANG DIEVALUASI 

 

2.1 Unmet Need  

Unmet Need adalah upaya pasangan usia subur (15 - 49 tahun) yang ingin 

menunda kehamilan atau ingin mengatur jarak kehamilan agar lebih ideal, namun tidak 

menggunakan alat kontrasepsi atau cara ber KB apapun yang menyebabkan kebutuhan 

KB tidak terpenuhi (Sumiyati et al., 2024). Masalah dari unmet need ini mampu 

mempengaruhi segala sektor mulai dari tatanan individu sampai masyarakat hingga 

global. Dampak yang dapat terlihat di lingkungan keluarga seperti depresi, sosial 

ekonomi menurun, kematian ibu dan anak, dan mampu memicu permasalahan gizi 

seperti stunting, sedangkan pada skala yang lebih luas unmet need dapat menimbulkan 

masalah seperti overpopulation, kematian ibu nasional, dan permasalahan lingkungan 

serta tidak tercapainya tujuan pembangunan keberlanjutan (Mukti & Prabawa, 2024). 

Penerimaan masyarakat mengenai edukasi unmet need memiliki peranan yang cukup 

besar untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Kependudukan dan KB 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Guspianto et al., 2021). Oleh karena itu 

penting dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengambil kebijakan yang sesuai 

dengan keadaan di masyarakat. 

Melalui program pelayanan KB, harapannya permasalahan kependudukan dan 

Keluarga Berencana dapat terselesaikan. Pelayanan KB ini merupakan salah satu 

upaya pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) 

untuk menekan laju angka kelahiran yang berakibat pada penambahan jumlah 

penduduk dan merencanakan kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan alat 

kontrasepsi (Yuliati, 2021). Pelayanan KB berfungsi untuk memfasilitasi PUS agar 

dapat mengakses layanan ber KB yang meliputi pemberian kondom, suntik, 

pemasangan atau pencabutan implant, pemasangan atau pencabutan Alat Kontrasepsi 

Dalam Rahim (AKDR), konseling dan edukasi masyarakat (Endartiwi & 

Kusumaningrum, 2021). Program ini juga berhubungan dengan kenaikan dan 
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penurunan unmet need yang dipengaruhi oleh capaian penambahan Peserta KB Baru 

dan Peserta KB Aktif. 

 

2.2 Faktor Determinan 

A. Pelayanan Kesehatan Terkait KB 

Pasangan Usia Subur yang telah berhasil melakukan persalinan umumnya akan 

diberikan alat kontrasepsi agar tidak terjadi kehamilan yang terlalu cepat. Pemberian 

alat kontrasepsi ini merupakan salah satu layanan dari program KB dimana selain 

dapat mengatur jarak persalinan, ibu juga dapat fokus merawat bayinya dan menjaga 

kesehatan tubuhnya. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menjelaskan 

bahwa adanya konseling KB pasca persalinan dapat meningkatkan pemahaman ibu 

dan memungkinkan ibu untuk mengatur jarak kelahirannya (Sitorus & Siahaan, 2018). 

 

B. Penggunaan alat kontrasepsi 

Pada studi sebelumnya penggunaan alat kontrasepsi dapat meningkatkan 

peluang untuk menunda kehamilan hingga 3,86 kali sehingga dapat mempersiapkan 

lebih matang dalam kelahiran anak (Kalulu et al., 2024). Walaupun alat kontrasepsi 

dinilai mampu memberikan berbagai manfaat kepada PUS, seperti dapat menunda 

kehamilan dan merencanakan kehamilan yang lebih baik, banyak wanita PUS masih 

enggan menggunakannya. Beberapa alasan utama yang sering dikemukakan adalah 

keinginan untuk memiliki lebih banyak anak, kekhawatiran akan efek samping, 

larangan suami, pengaruh budaya, keterbatasan akses, dan preferensi terhadap metode 

tradisional seperti jamu atau cara tradisional lainnya (Mahalia, 2022).  

 

C. Penyuluh KB 

Program Keluarga Berencana bertujuan untuk membina keluarga yang 

sejahtera dan bahagia melalui penyuluhan, perlindungan, pelayanan dalam rangka 

memenuhi hak hak reproduksi Pasangan Usia Subur. Terlaksananya program ini 

dilakukan oleh penyuluh KB untuk mencegah PUS mengalami unmet need yang 
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berakibat pada kehamilan tidak diinginkan dan permasalahan lainnya. Studi yang 

pernah dilakukan di Kabupaten Nias pada tahun 2022 menunjukkan bahwa peran dari 

penyuluh KB terbukti dapat meningkatkan pengetahuan dan keikutsertaan PUS dalam 

ber KB (Nainggolan, 2023). 

 

D. Peserta Keluarga Berencana 

Peserta KB merupakan Pasangan Usia Subur (15 - 49 tahun) yang saat ini 

sedang menggunakan cara ber KB baik tradisional maupun modern. Penambahan PUS 

dalam ber KB selain menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang sudah menyetujui 

program KB, namun juga dapat menimbulkan masalah baru seperti kepesertaan KB 

yang tidak didukung oleh suami atau keluarga, adanya alasan kesehatan, KB tidak 

cocok, alasan agama, biaya mahal, KB tidak tersedia, tempat pelayanan KB jauh, dan 

tidak ada penyuluh KB. Hal tersebut dapat menaikkan risiko unmet need yang 

berakibat kepada permasalahan lainnya (Sumiyati et al., 2024). 

 

2.3 Program Pelayanan Keluarga Berencana BKKBN 

Berdasarkan pengertian dari Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan 

Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan 

Keluarga Berencana, Pelayanan Keluarga Berencana merupakan pelayanan dalam 

upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, 

melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk 

mewujudkan keluarga yang berkualitas, termasuk penanganan efek samping dan 

komplikasi bagi peserta jaminan kesehatan. Dalam hal ini pemerintah memberikan 

kepastian untuk setiap PUS untuk mendapatkan pelayanan ber KB yang aman dan 

sehat. 
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2.3.1 Sejarah Keberlangsungan Program  

 Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia dimulai pada 

tahun 1960-an dan dalam implementasinya muncul berbagai hasil telah diperoleh. 

Pada era kepemimpinan Presiden Soeharto antara tahun 1967 hingga 1998, program 

KB secara signifikan dapat menunjukkan hasil penurunan angka kelahiran total dari 

5,5 anak per wanita usia subur pada tahun 1970 menjadi 2,8 pada tahun 1997 

(Maulana, 2021). Namun, pelaksanaan program KB menghadapi tantangan dengan 

diterapkannya sistem desentralisasi pemerintahan pada tahun 2000, yang mengubah 

garis kewenangan program KB di tingkat kabupaten/kota (Putri et al., 2019). Fokus 

pelaksanaan program KB untuk periode 2020-2024 adalah untuk mencapai keluarga 

berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Tujuan ini diharapkan dapat 

mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2020-2024. Hal ini akan berdampak pada peningkatan sumber daya 

manusia berkualitas di dalam keluarga melalui pengendalian fertilitas atau angka 

kelahiran (Yuliati, 2021). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN), sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengendalian penduduk dan 

pelaksanaan keluarga berencana, memegang tanggung jawab penuh untuk mencapai 

sasaran tersebut.  

Kebijakan dan strategi yang dikembangkan oleh BKKBN diharapkan dapat 

mengatasi tantangan dalam pelaksanaan program KB di Indonesia saat ini (BKKBN, 

2020). Lalu, pada tahun 2012, Keluarga Berencana secara global yang dikenal sebagai 

Family Planning 2020 (FP2020) diluncurkan. FP2020 bertujuan untuk mendukung hak 

setiap perempuan untuk membuat keputusan secara bebas mengenai reproduksi 

mereka, termasuk apakah akan memiliki anak, kapan, dan berapa banyak. Inisiatif ini 

melibatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi multilateral, 

donor, sektor swasta, lembaga riset, dan mitra pembangunan lainnya untuk 

memastikan tambahan minimal 120 juta perempuan menggunakan kontrasepsi pada 

tahun 2020 (BKKBN et al., 2021). 
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2.3.2 Tujuan 

Untuk meningkatkan jumlah peserta KB Baru melalui kesadaran dan tanggung 

jawab, membina peserta kb aktif, pengaturan jumlah kelahiran, mencegah kehamilan 

tidak diinginkan, menekan angka kematian ibu dan anak serta membentuk keluarga 

yang sejahtera melalui pengendalian pertumbuhan. 

 

2.3.3 Sasaran 

Agar pelaksanaan program lebih efektif, ditentukan sasaran program dalam 

melakukan pelayanan KB untuk mencegah permasalahan kependudukan dan 

kesehatan yakni, Pasangan Usia Subur (PUS), Ibu hamil dan nifas serta PUS yang 

memiliki keinginan untuk melakukan pembatasan jumlah anak dan pengaturan jarak 

kehamilan. 

 

2.3.4 Kebijakan 

 Dalam pelaksanaan pelaksanaan KB di seluruh Indonesia, disusunlah 

kebijakan atau program yang akan mendukung ketercapaian pelayanan KB antara lain: 

1. Melakukan pelayanan kesehatan yang mencakup semua kalangan masyarakat yang 

berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan untuk menyediakan fasilitas kesehatan 

tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan lanjutan. 

2. Pada semua tingkatan fasilitas kesehatan yang dipilih, diharuskan untuk 

melakukan pelayanan KB dan segera melakukan verifikasi yang akan disetujui 

oleh BKKBN/SKPD-Kab atau kota. 

Selain itu, Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 52 tahun 2009 

menyebutkan bahwa kebijakan keluarga berencana dibuat untuk :  

1. Mengatur kehamilan yang diinginkan. 

2. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak. 

3. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan konseling, pelayanan 

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 

4. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana. 
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5. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak 

kehamilan. 

 

2.3.5 Strategi  

Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan program pelayanan KB, diatur 

sebuah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dimuat dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 meliputi kondisi kesehatan ibu, anak, 

keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi. Dalam strategi ini bertujuan 

untuk memperluas akses serta meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan 

reproduksi (kespro) sesuai dengan karakteristik wilayah dan dukungan optimal dari 

sektor swasta serta pemerintahan melalui beberapa langkah, yakni:  

1. Advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai Program 

Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK/Bangga Kencana) 

serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi. 

2. Peningkatan kapasitas dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas 

Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta tenaga kesehatan di lapangan dalam 

pelayanan KB. 

3. Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pengembangan mitra jejaring 

fasilitas pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan yang melibatkan sumber daya 

masyarakat 

4. Mengoptimalkan pelayanan KB setelah persalinan. 
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BAB III  

METODE EVALUASI 

 

3.1 Subjek Evaluasi 

Populasi yang diteliti pada evaluasi program ini berupa data sekunder 

kewilayahan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk tabulasi yang termuat dalam 

website resmi SIGA BKKBN. Untuk itu dipilih sebanyak 5 Kabupaten/Kota dan 

terdapat sekitar 78 kecamatan yang tersebar di tiap Kabupaten/Kota.  

 

3.2 Rancangan Evaluasi 

Rancangan evaluasi dibentuk dengan meliputi 3 aspek analisis yakni aspek 

perbandingan pada tahun 2022 dan 2023, aspek korelasi variabel determinan terhadap 

variabel terikat serta penjelasan variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

program. Dalam menganalisis program ini, dilakukan pengolahan data secara 

deskriptif untuk memperoleh gambaran keberhasilan program pelayanan KB terhadap 

unmet need. 

 

3.3 Alat ukur 

Instrumen atau alat ukur merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menilai 

program tersebut perlu dievaluasi atau tidak. Maka, digunakan tabel rekapitulasi untuk 

menganalisis variabel yang dimungkinkan dapat mempengaruhi program pelayanan 

KB (lampiran). 

 

3.4 Cara analisis data 

Analisis data yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan program yang 

telah dilakukan, yaitu dengan melihat besarnya perbedaan jumlah Peserta KB Aktif 

dan Peserta KB Baru pada tahun 2022 dan 2023 serta korelasi antar variabel 

determinan terhadap angka kejadian unmet need di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh 

karena itu, ditentukan faktor yang mungkin mempengaruhi kejadian tersebut dengan 
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analisis deskriptif yaitu, aspek dengan membandingkan jumlah Peserta KB Aktif dan 

Peserta KB Baru dilihat dengan data sekunder yang tersedia di tahun 2022 dan 2023. 

Selain itu, evaluasi dilakukan untuk menganalisis hasil bivariat dengan uji korelasi 

pada variabel determinan seperti persentase peserta kb aktif, jumlah tempat pelayanan 

kb, persentase peserta kb baru, jumlah PUS, persentase pengguna MKJP, persentase 

pengguna non MKJP dan persentase penyuluh kb terhadap variabel terikat (persentase 

unmet need). Kemudian, dilakukan interpretasi hasil dari analisis variabel untuk 

menjelaskan hubungan variabel yang mampu mempengaruhi program pelayanan KB. 

 

3.5 Definisi operasional 

Tabel 3. 1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Alat Ukur Skala Data 

Variabel Terikat 

1 Persentase Kejadian Unmet 

need 

Tidak terpenuhinya kebutuhan KB pada 

PUS 

SIGA >  Dallap > 

Bulanan > Tabel 16 

Numerik 

Variabel Bebas 

1 Persentase Peserta KB 

Aktif 

PUS yang sedang menggunakan alat 

kontrasepsi untuk menghindari kehamilan 

SIGA > Dallap > 

Bulanan > Tabel 11 

Numerik 

2 Persentase Peserta KB Baru PUS yang pertama kali menggunakan alat 

kontrasepsi atau kembali menggunakan 

setelah persalinan atau keguguran 

SIGA > Yan KB > 

Bulanan Kumulatif > 

Tabel 21 

Numerik 

3 Jumlah Tempat Pelayanan 

KB 

 Fasilitas kesehatan yang menyediakan 

tempat layanan KB bagi PUS 

SIGA > Yan KB > 

Tahunan > Tabel 4 

Numerik 

4 Jumlah Pasangan Usia 

Subur 

Pasangan suami istri yang masih aktif 

secara seksual (15 - 49 tahun) 

SIGA >  Dallap > 

Bulanan > Tabel 16 

Numerik 

5 Persentase Pengguna MKJP PUS yang menggunakan MKJP (Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang) 

SIGA > Dallap > 

Bulanan > Tabel 11 

Numerik 

6 Persentase Pengguna non 

MKJP 

PUS yang tidak menggunakan MKJP 

(Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) 

SIGA > Dallap > 

Bulanan > Tabel 11 

Numerik 

7 Persentase Penyuluh KB Kader yang bertugas untuk memberikan 

edukasi dan layanan KB terhadap PUS 

(PKB dan PLKB) 

SIGA > Dallap > 

Tahunan > 2A dan 3A 

Numerik 
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BAB IV 

HASIL EVALUASI DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Peta Persebaran Persentase Unmet Need Per Kabupaten/ Kota di DIY 

Tahun 2023 

 

Gambar 4. 1 Peta Persebaran Persentase Unmet Need Per Kabupaten/ Kota di 

DIY Tahun 2022 
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Berdasarkan pemetaan kabupaten/ kota dalam gambar 1 dan gambar 2, secara 

keseluruhan persentase unmet need di Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengalami 

penurunan yang signifikan. Data persentase kejadian unmet need tertinggi di Daerah 

Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 yakni pada Kabupaten Sleman sebesar 27,8% 

Pasangan Usia Subur (PUS), kemudian diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo (26,7%), 

Kabupaten Gunungkidul (24,1%), Kabupaten Bantul (21,2%) dan terendah pada Kota 

Yogyakarta sejumlah 20,6%. Kemudian pada tahun 2023, wilayah yang memiliki 

persentase kejadian unmet need tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 

Kabupaten Kulon Progo sebesar 17,2% PUS, diikuti oleh Kabupaten Sleman (15,7%), 

Kabupaten Gunungkidul (14,9%), Kota Yogyakarta (11,9%) dan terendah pada 

Kabupaten Bantul yakni sebesar 11,4% PUS. 

 
Gambar 4. 3 Peta Persebaran Unmet Need Per Kecamatan di DIY Tahun 2022 
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Berdasarkan peta persebaran kejadian unmet need per tiap kecamatan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022, didapatkan hasil persebaran kasus 

berdasarkan tiga variabel yakni persentase kejadian unmet need, persentase Peserta 

KB Aktif (PA) dan persentase Peserta KB Baru (PB) di 78 Kecamatan. Hasil 

persebaran data pada peta tersebut yakni persentase kejadian unmet need tertinggi 

yakni sebesar 26,2% - 35,7% ditemukan pada 27 kecamatan yang terdiri dari 

Kecamatan Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Kokap, Panjatan, Sentolo, Pajangan, 

Pandak, Srandakan, Kasihan, Mantrijeron, Wirobrajan, Gamping, Godean, Tegalrejo, 

Purwosari, Pundong, Banguntapan, Danurejan, Depok, Ngemplak, Cangkringan, 

Saptosari, Patuk, Wonosari, Karangmojo dan Ngawen. Berikutnya, pada persentase 

PA terbanyak sebesar 60% - 79% di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat di 

kecamatan Pengasih, Minggir, Moyudan, Nanggulan, Seyegan, Mlati, Sleman, 

Tempel, Turi, Ngaglik, Pakem, Wates, Galur, Sanden, Bambanglipuro, Sewon, Jetis, 

Pleret, Kalasan, Prambanan, Piyungan, Imogiri, Panggang, Playen, Gedangsari, 

Nglipar, Semanu, Tepus, Rongkop, Ngawen, Nglipar dan Girisubo. 

Selanjutnya, teridentifikasi kecamatan yang memiliki persentase PB tinggi 

sebesar 3,8% - 34,8%, angka ini ditemukan pada beberapa kecamatan seperti pada 

kecamatan Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Temon, Pengasih, Seyegan, Mlati, 

Ngaglik, Cangkringan, Ngemplak, Depok, Tegalrejo, Gamping, Wirobrajan, 

Mantrijeron, Kasihan, Pajangan, Pandak, Bambanglipuro, Srandakan, Sanden, Kretek, 

Berbah, Prambanan, Piyungan, Imogiri, Panggang, Playen, Patuk, Gedangsari, 

Wonosari, Ngawen, Semin, Semanu, Tepus dan Rongkop. 
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Berdasarkan peta persebaran kejadian unmet need di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang dibagi menurut kecamatan pada tahun 2023, didapatkan hasil 

persebaran kasus berdasarkan tiga variabel yakni persentase kejadian unmet need, 

persentase Peserta KB Aktif (PA) dan persentase Peserta KB Baru (PB) di 78 

Kecamatan. Hasil persebaran data pada peta tersebut yakni persentase kejadian unmet 

need tertinggi ditemukan pada kecamatan Paliyan, Playen, Dlingo, Jetis, Sedayu, 

Panjatan, Pengasih, Kretek, Wates, Temon, Pandak, Pakem, Ngemplak, Berbah, 

Prambanan, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Umbulharjo, Gondokusuman dan 

Danurejan sebesar 11,4% - 15.6%. Berikutnya, pada persentase PA terbanyak sebesar 

68% - 82% di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat di kecamatan Pengasih, Panjatan, 

Moyudan, Nanggulan, Minggir, Galur, Tempel, Turi, Sleman, Seyegan, Mlati, Pakem, 

Kraton, Pakualaman, Gondokusuman, Danurejan, Kalasan, Prambanan, Gedangsari, 

Gambar 4. 4 Peta Persebaran Unmet Need Per Kecamatan di DIY Tahun 2023 
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Ngawen, Ponjong, Playen,  Panggang, Tanjungsari, Tepus, Girisubo, Rongkop, 

Imogiri, Pundong, Bambanglipuro dan Sanden.  

Selanjutnya, teridentifikasi sebanyak 33 Kecamatan memiliki PB terbanyak 

sebesar 6,5% - 34,4% yang meliputi kecamatan Semin, Ponjong, Girisubo, 

Tanjungsari, Wonosari, Paliyan, Playen, Dlingo, Imogiri, Pundong, Jetis, Kretek, 

Pleret, Berbah, Kalasan, Banguntapan, Gondokusuman, Mantrijeron, Kasihan, 

Godean, Kraton, Sedayu, Sleman, Ngaglik, Moyudan, Sentolo, Lendah, Kokap, 

Pengasih, Panjatan, Purwosari dan Galur. 

 

Tabel 4. 1 Hasil Univariat Program Pelayanan KB di DIY Tahun 2022 

Variabel Mean Median Standar 

Deviasi 

Minimum Maksimum 

Persentase Unmet 

Need (%) 

23,02 22,80 6,552 7,43 35,68 

Persentase Peserta 

KB Aktif (%) 

60,91 60,31 8,017 43,45 79,33 

Persentase Peserta 

KB Baru (%) 

4,94 3,92 5.239 1,53 34,84 

Jumlah Tempat 

Pelayanan KB 

7,42 6,00 4,424 1 19 

Jumlah PUS 6337,04 5386,50 3614,168 782 17489 

Persentase 

Pengguna MKJP 

(%) 

41,79 42,47 7.887 24,50 57,68 

Persentase 

Pengguna Non 

MKJP (%) 

58,21 57,52 7,887 42,32 74,50 

Persentase 

Penyuluh KB (%) 

0,029 0,025 0.019 0,00 0.077 

 

Berdasarkan Tabel 1 yang menunjukkan hasil analisis pada 78 kecamatan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022, menunjukkan bahwa variabel 

persentase unmet need, persentase peserta KB aktif, persentase pengguna MKJP, dan 

persentase pengguna non MKJP terdistribusi secara normal. Data persentase unmet 

need berdasarkan 78 kecamatan di DIY diketahui terdistribusi normal dengan nilai rata 
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rata sebesar 23,02% dan nilai tengah atau pemusatan sebesar 22,80%. Data persentase 

Peserta KB Aktif per kecamatan terdistribusi normal dengan nilai pemusatan sebesar 

60,31% dan nilai rata rata sebesar 60,91%. Berikutnya, pada data persentase Peserta 

KB Baru berdasarkan wilayah kecamatan dalam tahun 2022 terdistribusi secara tidak 

normal dan memiliki nilai rerata sebanyak 4,94% serta nilai tengah dari data adalah 

3,92%. 

Pada jumlah tempat pelayanan KB, diketahui data terdistribusi tidak normal 

dengan nilai rata rata nya sebesar 7,42 dan nilai pemusatan yakni 6,00. Pada data 

jumlah PUS, teridentifikasi data terdistribusi tidak normal sehingga diketahui nilai rata 

rata 6337,04 dan nilai tengah sebesar 5386,50. Lalu, pada variabel persentase 

pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) diketahui bahwa data 

terdistribusi normal dan menunjukkan nilai rata rata sebesar 41,79% serta nilai 

pemusatan sebanyak 42,47% di semua populasi peserta KB. Kemudian, untuk data 

persentase pengguna non MKJP ditemukan terdistribusi normal dengan rerata 58,21% 

di semua populasi peserta KB serta memiliki nilai tengah sebanyak 57,52%. Terakhir, 

pada persentase Penyuluh KB (PKB) diketahui terdistribusi tidak normal yang 

memiliki nilai rata rata sebesar 0.029% dan persentase nilai tengah sejumlah 0.025%. 

 

Tabel 4. 2 Hasil Univariat Program Pelayanan KB di DIY Tahun 2023 

Variabel Mean Median Standar 

Deviasi 

Minimum Maksimum 

Persentase Unmet 

Need (%) 

13,52 12,84 4,431 4,61 26,08 

Persentase Peserta 

KB Aktif (%) 

67,44 67,81 6,376 53,89 82,29 

Persentase Peserta 

KB Baru (%) 

8,54 6,53 6,557 1,34 34.39 

Jumlah Tempat 

Pelayanan KB 

7,88 7,00 4,679 1 20 

Jumlah PUS 6747,94 5768,00 3954,508 809 18966 

Persentase 

Pengguna MKJP 

(%) 

38,41 38,86 6,764 24,77 54,72 
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Persentase 

Pengguna Non 

MKJP (%) 

61,59 61,13 6,764 45,28 75,22 

Persentase 

Penyuluh KB (%) 

0,037 0,031 0,029 0,00 0,197 

 

Tabel 2 menunjukkan hasil analisis deskriptif terkait variabel-variabel yang 

diteliti berdasarkan data yang dimiliki oleh 78 kecamatan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta pada tahun 2023. Data yang terdistribusi normal antara lain persentase 

unmet need, persentase peserta KB akttif, persentase pengguna MKJP, dan persentase 

pengguna non MKJP. Pada data persentase unmet need diketahui memiliki nilai rata 

rata sebesar 13,52% dan nilai tengah atau pemusatan sebesar 12,84%. Data persentase 

Peserta KB Aktif per kecamatan diketahui memiliki nilai pemusatan sebesar 67,81% 

dan nilai rata rata sebesar 67,44%. Berikutnya, pada data persentase Peserta KB Baru 

berdasarkan wilayah kecamatan dalam tahun 2022 memiliki nilai rerata sebanyak 

8,54% disertai dengan nilai tengah sebesar 6,53%. 

Selanjutnya pada jumlah tempat pelayanan KB, menghasilkan nilai rata rata 

sebesar 7,88 dan nilai pemusatan yakni 7,00. Pada data jumlah PUS, menunjukkan 

nilai rata rata sebanyak 6747,94 dengan nilai tengah sebesar 5787. Diketahui pada 

variabel persentase pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) diketahui 

bahwa nilai rata rata sebesar 38,41% serta nilai pemusatan sebanyak 38,86% di semua 

populasi peserta KB aktif. Kemudian, untuk data persentase pengguna non MKJP 

ditemukan rata-rata 61,59% di semua peserta KB aktif serta memiliki nilai tengah 

sebesar 61,13%. Terakhir pada variabel persentase Penyuluh KB (PKB) diketahui 

memiliki nilai rata rata 0,037% dan nilai tengah sebesar 0,031%. 
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Tabel 4. 3 Hubungan Variabel Bebas Terhadap Persentase Unmet Need di 

DIY Tahun 2022 

Variabel  r r2 P-value 

Persentase Peserta KB Aktif 

(%) 

-0,912a 0,832 <0,001* 

Persentase Peserta KB Baru 

(%) 

0,168b 0,028 0,142 

Jumlah Tempat Pelayanan 

KB 

0,268b 0.072 0.018* 

Jumlah PUS 0,199b 0,039 0,080 

Persentase Pengguna MKJP 

(%) 

0,447a 0,199 <0,001* 

Persentase Pengguna Non 

MKJP (%) 

-0,447a 0,199 <0,001* 

Persentase Penyuluh KB (%) -0,077b 0,006 0,503 

*berhubungan signifikan pada 95% CI 
a uji pearson 
b uji spearman 

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa variabel yang berhubungan signifikan 

secara statistik terhadap persentase kejadian unmet need di DIY pada tahun 2022 

adalah persentase peserta KB aktif, jumlah tempat pelayanan KB, persentase pengguna 

MKJP, dan persentase pengguna non MKJP. Persentase Peserta KB Aktif 

menunjukkan p-value yang signifikan sebesar <0,001, ada korelasi yang sangat kuat 

dan arah negatif antara persentase unmet need dengan persentase peserta KB aktif di 

DIY pada tahun 2022 (r=-0.912). Artinya, semakin tinggi tingkat kepesertaan KB aktif 

maka persentase unmet need akan semakin turun. Koefisien determinasi (r2) sebesar 

0,832, maka tingginya persentase unmet need di DIY pada tahun 2022 83,2% 

ditentukan oleh persentase peserta KB aktif dan sisanya (16,8%) ditentukan oleh 

faktor-faktor lain. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa antara jumlah tempat pelayanan KB dengan 

persentase unmet need berhubungan signifikan secara statistik dengan p-value sebesar 

0,018, juga terdapat korelasi positif yang lemah (r=268) antara kedua variabel. Hal ini 

mengindikasikan semakin banyak tempat pelayanan KB, persentase unmet need 

cenderung sedikit meningkat, meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar. Ini tidak 
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sejalan dengan persepsi yang menilai semakin banyak tempat pelayanan KB justru 

unmet need akan menurun. Hasil ini tidak serta merta menggambarkan bahwa 

peningkatan jumlah tempat pelayanan KB akan meningkatkan unmet need, karena 

dalam analisis statistik koefisien korelasi hanya menunjukkan hubungan linear antara 

dua variabel, bukan hubungan sebab-akibat. Hasil ini bisa disebabkan karena 

peningkatan jumlah tempat pelayanan KB mungkin terjadi di wilayah dengan unmet 

need yang sudah tinggi, bukan karena tempat pelayanan KB menyebabkan unmet need 

meningkat. Banyaknya tempat pelayanan KB juga belum tentu mencerminkan kualitas 

layanan, ketersediaan alat kontrasepsi, atau kepuasan pengguna. Jika kualitas layanan 

rendah, meskipun jumlah tempat banyak, tidak akan cukup efektif untuk menurunkan 

unmet need. Nilai koefisien determinasi (r2) sebesar 0,072 maka angka unmet need di 

DIY pada tahun 2022 hanya sebesar 7,2% saja yang kemungkinan ditentukan oleh 

jumlah tempat pelayanan KB dan dan 92,8% sisanya ditentukan oleh keterkaitan 

dengan variabel-variabel lain. 

Berikutnya menurut hasil analisis bivariat juga ditemukan adanya korelasi yang 

signifikan antara persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 

dengan persentase kejadian unmet need (p=<0,001), ada korelasi yang sedang dan 

memiliki arah positif antara kedua variabel  dengan r sebesar 0,447. Koefisien 

determinasi sebesar 0,199 mengindikasikan bahwa tingginya persentase unmet need 

di DIY dapat ditentukan 19,9% oleh persentase pengguna MKJP dan sisanya (80,1%) 

ditentukan oleh adanya faktor-faktor lain. Korelasi positif antara penggunaan MKJP 

dan unmet need tidak berarti MKJP menyebabkan unmet need meningkat, melainkan 

menunjukkan bahwa ada faktor-faktor lain yang menghambat efektivitas MKJP dalam 

mengurangi unmet need. Bisa jadi penggunaan MKJP ini tidak berfokus pada sasaran 

utama, yakni PUS yang ingin memiliki anak di kemudian hari, akan tetapi pengguna 

MKJP meningkat pada populasi pasangan usia tua atau yang sudah punya banyak 

anak. Jika populasi yang lebih muda atau usia subur (yang biasanya memiliki unmet 

need lebih tinggi) meningkat, maka meskipun penggunaan MKJP meningkat di 
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populasi tertentu maka unmet need bisa meningkat karena jumlah pasangan usia subur 

yang tidak terlayani juga bertambah.  

Unmet need juga bisa terjadi apabila layanan untuk mengganti metode KB 

tidak terlayani, misalnya PUS yang telah lama menggunakan MKJP tidak bisa berganti 

ke layanan kontrasepsi lainnya karena faktor akses pergantian KB yang sulit. Untuk 

mengatasi masalah ini, perlu ada pendekatan yang lebih terfokus pada edukasi yang 

menyeluruh, peningkatan kualitas layanan, dan pemahaman yang lebih baik tentang 

preferensi serta kebutuhan masyarakat dalam memilih metode kontrasepsi. 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa persentase pengguna Non MKJP 

berkorelasi secara signifikan terhadap persentase unmet need dengan p-value <0,001, 

terdapat korelasi sedang dan dengan arah negatif antara unmet need dengan pengguna 

non MKJP di DIY pada tahun 2022 (r=-0,447). Artinya, semakin banyak pengguna 

non MKJP maka persentase unmet need akan semakin turun. Nilai koefisien 

determinasi (r2) sebesar 0,199 mengindikasikan bahwa tingginya persentase unmet 

need di DIY dapat ditentukan 19,9% oleh persentase pengguna non MKJP dan sisanya 

(80,1%) ditentukan oleh faktor lainnya.  

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 3, terdapat tiga variabel 

yang tidak memiliki hubungan signifikan secara statistik dengan persentase unmet 

need karena memiliki p-value >0,05. Tiga variabel yang tidak berhubungan ini adalah 

persentase peserta KB baru (p=0,142), jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) (p=0,080), 

dan persentase Penyuluh Keluarga Berencana (p=0,503). Berdasarkan hasil koefisien 

korelasi, variabel-variabel tersebut dapat dikatakan memiliki korelasi yang sangat 

lemah akan tetapi tidak signifikan secara statistik karena p-value yang dihasilkan lebih 

dari 0,05. Oleh karena itu, tidak terdapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan 

bahwa variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang bermakna terhadap 

persentase unmet need di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022.  
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Tabel 4. 4 Hubungan Variabel Bebas Terhadap Persentase Unmet Need di 

DIY Tahun 2023 

Variabel r r2 P-value 

Persentase Peserta KB Aktif 

(%) 

-0.899a 0.808 <0.001* 

Persentase Peserta KB Baru 

(%) 

0,064b 0,004 0,576 

Jumlah Tempat Pelayanan 

KB 

0,298b 0,089 0,008* 

Jumlah PUS 0,284b 0,080 0,012* 

Persentase Pengguna MKJP 

(%) 

0,220a 0,048 0,052 

Persentase Pengguna Non 

MKJP (%) 

-0,220a 0,048 0,052 

Persentase Penyuluh KB (%) -0,204b 0,041 0,073 

* berhubungan signifikan pada 95% CI 
a uji pearson 
b uji spearman 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4 maka faktor yang berhubungan 

signifikan secara statistik terhadap persentase unmet need di DIY pada tahun 2023 

adalah persentase peserta KB aktif, jumlah tempat pelayanan KB, dan jumlah PUS. 

Persentase peserta KB aktif berhubungan terhadap persentase unmet need  dengan nilai 

p sebesar <0,001, variabel ini juga menunjukkan adanya korelasi negatif yang sangat 

kuat dengan nilai koefisien korelasi sebesar -0,899. Hal ini menandakan bahwa 

semakin tinggi persentase pengguna KB aktif maka persentase unmet need justru akan 

semakin turun. Nilai r2 sebesar 0,808 menandakan bahwa persentase peserta KB aktif 

mampu menjelaskan variabilitas unmet need di DIY pada tahun 2023 sebesar 80,8%, 

sedangkan 19,2% sisanya ditentukan oleh variabel lainnya. 

Tabel 4 menunjukkan jumlah tempat pelayanan KB memiliki hubungan 

dengan persentase unmet need dengan p-value sebesar 0,008. Diketahui adanya 

korelasi dengan arah positif yang lemah (r=0,298). Ini menandakan bahwa lebih 

banyak tempat pelayanan KB berkorelasi dengan peningkatan unmet need, meskipun 

hubungannya cukup kecil. Nilai r² sebesar 0,089 menunjukkan bahwa hanya 8,9% 

variabilitas unmet need yang dapat dijelaskan oleh jumlah tempat pelayanan KB dan 
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91,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Korelasi positif tidak selalu menandakan 

bahwa peningkatan pelayanan KB justru berimbas pada peningkatan unmet need, hal 

ini dapat menandakan adanya permasalahan lain. Mungkin unmet need yang tinggi di 

suatu daerah yang menyebabkan pembukaan lebih banyak fasilitas sehingga 

munculnya korelasi positif. 

Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan antara jumlah Pasangan 

Usia Subur (PUS)  terhadap persentase unmet need di Daerah Istimewa Yogyakarta 

pada tahun 2023 dengan p-value sebesar 0,012 dan adanya korelasi lemah dengan arah 

positif (r=0,284). Artinya,  semakin tinggi jumlah PUS di suatu kecamatan di DIY 

maka persentase unmet need juga akan semakin naik, meskipun hubungannya lemah. 

Nilai koefisien determinasi (r2) sebesar 0,080, mengindikasikan bahwa hanya 8,0% 

variabilitas unmet need yang dapat ditentukan oleh jumlah PUS, sedangkan 92,0% 

lainnya ditentukan oleh adanya faktor lain. 

Dari total tujuh variabel bebas yang dianalisis terkait unmet need pada tahun 

2023, terdapat empat variabel yang tidak memiliki keterkaitan signifikan secara 

statistik terhadap persentase unmet need di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keempat 

variabel yang tidak berhubungan terhadap persentase unmet need ini antara lain, 

persentase peserta KB baru (p=0,576), persentase pengguna MKJP (p=0,052), 

persentase pengguna non MKJP (p=0,052), dan persentase penyuluh KB (p=0,073) 

diketahui tidak berhubungan. Berdasarkan hasil koefisien korelasi terdapat korelasi 

yang lemah antara variabel-variabel tersebut dengan persentase unmet need di DIY 

pada tahun 2023, tetapi nilai ini tidak signifikan secara statistik karena memiliki p-

value >0,05, sehingga tidak ada cukup bukti untuk menyatakan adanya hubungan 

bermakna antara variabel-variabel tersebut. 

 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Kejadian Unmet Need terhadap Peserta KB Aktif 

Ditinjau dari kepesertaan KB Aktif pada tahun 2022 dan 2023, sama sama 

membuktikan bahwa terdapat hubungan signifikan dan korelasi negatif yang sangat 
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kuat antara jumlah Peserta KB Aktif (PA) dengan kejadian unmet need. Artinya 

jumlah peserta KB Aktif yang meningkat akan semakin menurunkan unmet need. Hal 

ini dapat disebabkan karena PUS yang sudah menerima edukasi dan teridentifikasi 

menggunakan salah satu cara ber KB, tentunya dapat berkontribusi dalam penurunan 

unmet need. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa 

kepesertaan KB Aktif yang semakin tinggi dapat meningkatkan peluang kehamilan 

yang ideal dan terhindar dari risiko kehamilan tinggi seperti terlalu banyak anak dan 

komplikasi lainnya (Widiantari & Widiastuti, 2021). 

 

4.2.2 Kejadian Unmet Need terhadap Peserta KB Baru 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara peserta KB 

baru dengan kejadian unmet need. Peserta KB baru berpotensi mengurangi unmet need 

namun masih berada dalam fase awal yang belum konsisten dalam penggunaan KB di 

bulan-bulan berikutnya, sehingga pengaruh akseptor KB baru ini belum terlihat 

signifikan. Ada banyak faktor yang menyebabkan peserta KB baru ini tidak beralih 

menjadi pengguna KB aktif salah satunya dari segi pelayanan KB. Studi pada laporan 

pelayanan kontrasepsi menunjukkan bahwa hampir 50 persen peserta KB baru 

menggunakan metode suntik, yang sangat bergantung pada ketersediaan layanan KB 

(Witono & Parwodiwiyono, 2020). Peserta KB baru merupakan salah satu perhatian 

utama BKKBN dalam upaya meningkatkan jumlah kepesertaan KB. Peserta KB baru 

menjadi sasaran yang diharapkan akan beralih menjadi peserta KB aktif di bulan-bulan 

berikutnya. Dengan meningkatkan jumlah peserta KB baru, akan ada jaminan bahwa 

jumlah peserta KB aktif dapat tetap terjaga (Witono & Parwodiwiyono, 2020). 

 

4.2.3 Kejadian Unmet Need terhadap Jumlah Tempat Pelayanan KB 

Berdasarkan hasil data analisis bivariat korelasi pada tahun 2022 (tabel 3) dan 

tahun 2023 (tabel 4) menunjukkan hubungan kuat. Korelasi positif mengindikasikan 

bahwa semakin banyak tempat pelayanan KB, dalam waktu yang sama akan 

meningkatkan kejadian unmet need. Kenaikan jumlah tempat pelayanan KB bukan 

berarti menjadi penyebab kenaikan kejadian unmet need. Akan tetapi, hal ini dapat 
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terjadi disebabkan banyak tempat pelayanan KB yang tersedia belum tentu melakukan 

pelayanan yang menyeluruh dan berkualitas sehingga masih banyak ditemukan 

kejadian unmet need yang tersebar di berbagai kecamatan. Bisa jadi bukan tempat 

pelayanan KB yang meningkatkan unmet need, akan tetapi persentase unmet need 

yang meningkat pada suatu wilayah yang menyebabkan peningkatan jumlah tempat 

pelayanan KB. Selain itu, persebaran tempat pelayanan KB yang kurang menyasar ke 

berbagai wilayah juga mungkin berperan dalam peningkatan kejadian unmet need. Hal 

ini sejalan dengan studi terdahulu yang menyatakan pemberian layanan KB yang 

kurang terakses dapat menyebabkan meningkatnya kejadian unmet need hingga 

sebesar 2,27 kali dibandingkan dengan teraksesnya layanan KB (Safitri et al., 2021). 

 

4.2.4 Kejadian Unmet Need terhadap PUS 

 Menurut hasil analisis bivariat, pada variabel jumlah PUS di Daerah Istimewa 

Yogyakarta tahun 2022 tidak memiliki nilai korelasi dengan kejadian unmet need. 

Berbeda dengan tahun 2022, pada tahun 2023 variabel jumlah PUS ternyata memiliki 

hubungan positif terhadap kejadian unmet need KB. Oleh karena itu, dapat dijelaskan 

bahwa semakin banyak populasi PUS dalam suatu wilayah dapat memungkinkan 

bertambahnya juga kejadian unmet need. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya 

yang mengemukakan bahwa jumlah penduduk yang bertambah dapat menjadi potensi 

muncul masalah kependudukan seperti unmet need (Wahyuni & Verawati, 2019). 

 

4.2.5 Kejadian Unmet Need terhadap Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 

 Pengguna non MKJP diketahui berhubungan terhadap unmet need di Daerah 

Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022, akan tetapi tidak berhubungan pada tingginya 

persentase unmet need di DIY pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa 

semakin banyak pengguna MKJP, maka disaat yang sama akan menaikkan kejadian 

unmet need. Akan tetapi, bukan berarti bahwa kejadian unmet need tinggi diakibatkan 

semakin banyak pengguna MKJP, namun hal ini bisa terjadi karena mungkin PUS 

yang telah menggunakan MKJP tidak terpenuhi layanan kebutuhannya terkait efek 



26 

 

 

 

samping atau ingin mengganti bahkan tidak bisa mengganti metode kontrasepsinya 

(Sutrisminah et al., 2023). 

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengemukakan bahwa setiap 

kontrasepsi mampu menimbulkan efek samping sehingga akseptor akhirnya tidak 

terpenuhi kebutuhannya dan masuk sebagai kategori unmet need (Novitawati, 2024). 

Selain itu, MKJP yang dimaksudkan sebagai faktor peningkatan kejadian unmet need 

sebenarnya mungkin dipengaruhi oleh sasaran dari PUS yang belum spesifik. Hal ini 

dapat terjadi karena populasi yang meningkat dan perkawinan yang semakin sering 

sehingga PUS yang menjadi sasaran adalah PUS dengan status yang sudah tua.  

 

4.2.6 Kejadian Unmet Need Terhadap Non MKJP 

Pengguna non MKJP diketahui berhubungan terhadap unmet need di Daerah 

Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022, akan tetapi tidak berhubungan pada tingginya 

persentase unmet need di DIY pada tahun 2023. Pada variabel persentase non MKJP 

baik pada tahun 2022 maupun tahun 2023 memiliki korelasi dengan arah negatif 

terhadap kejadian unmet need. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin meningkatnya 

PUS pengguna non MKJP, maka disaat yang sama akan menurunkan kejadian unmet 

need. Dalam hal ini pengguna non MKJP mungkin memiliki keterkaitan terhadap 

penurunan kejadian unmet need sebab, PUS pengguna non MKJP merupakan PUS 

yang didefinisikan berencana memiliki anak lagi sehingga sangat mungkin untuk 

merencanakan kehamilan berikutnya dengan ideal. Hal ini juga dijelaskan pada studi 

pendahulu yang menyatakan hubungan antara PUS pengguna non MKJP terhadap 

unmet need (Santoso et al., 2022). 

 

4.2.7 Kejadian Unmet Need terhadap Penyuluh KB 

Pada variabel persentase penyuluh KB (PKB) baik pada tahun 2022 maupun 

pada tahun 2023, tidak berhubungan signifikan dengan kejadian unmet need di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Penelitian terdahulu menyatakan tidak ada hubungan antara 

informasi KB dari penyuluh KB dengan kejadian unmet need (Santoso et al., 2022). 
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Pada dasarnya konseling yang efektif akan membantu klien dalam menggunakan 

kontrasepsi lebih lama dan meningkatkan keberhasilan program KB. Akan tetapi 

sering kali konseling diabaikan atau tidak dilaksanakan dengan baik karena petugas 

kekurangan waktu dan tidak menyadari bahwa dengan adanya konseling masyarakat 

dapat lebih mengikuti nasihat yang diberikan (Nurhalimah, 2020).  

Hal ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa 

semakin banyak penyuluh KB yang aktif dalam tupoksinya, maka disaat yang sama 

akan semakin turun kejadian unmet neednya. Hal ini disebabkan penyuluh KB yang 

aktif dan rutin melakukan penyuluhan akan menambah wawasan KB dan isu 

kependudukan sehingga dapat menjadi upaya preventif  untuk PUS yang berisiko 

seperti dalam kondisi unmet need (Wahyuni, 2024). Hasil yang tidak selaras ini bisa 

disebabkan karena pada analisis tahun 2022 terdapat 9 kecamatan yang belum 

memiliki PKB dan pada tahun 2023 terdapat 4 kecamatan yang belum memiliki PKB 

sama sekali. Persebaran PKB yang belum merata di semua kecamatan bisa menjadi 

penyebab kenapa variabel ini tidak berhubungan signifikan secara statistik. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pelayanan Keluarga Berencana merupakan pelayanan dalam upaya mengatur 

kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, 

perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga 

yang berkualitas, termasuk penanganan efek samping dan komplikasi bagi peserta 

jaminan kesehatan. Pelayanan KB di Daerah Istimewa Yogyakarta telah berjalan 

dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari persentase unmet need per kabupaten/ 

kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2022 ke 2023 telah mengalami 

penurunan yang lumayan signifikan. Keberhasilan pelayanan KB juga dapat dilihat 

dari adanya peningkatan peserta KB aktif dalam kurun waktu dua tahun, yakni 2022 

dan 2023. Dalam dua tahun, rata-rata persentase peserta KB aktif, persentase peserta 

KB baru, jumlah tempat pelayanan KB, jumlah PUS, persentase pengguna non MKJP, 

dan persentase penyuluh KB di kecamatan yang ada di DIY juga telah mengalami 

kenaikan. Akan tetapi untuk rata-rata persentase pengguna MKJP di DIY mengalami 

penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023. 

Faktor-faktor determinan yang berhubungan signifikan secara statistik 

terhadap persentase unmet need di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 

adalah peserta KB aktif, tempat pelayanan KB, pengguna MKJP, dan pengguna non 

MKJP. Kemudian faktor-faktor yang berkorelasi terhadap variabilitas unmet need di 

DIY pada tahun 2023 adalah peserta KB aktif, tempat pelayanan KB, dan Pasangan 

Usia Subur (PUS). 

 

5.2 Saran 

1. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mengupayakan 

peningkatan kualitas pelayanan KB yang merata di seluruh wilayah, termasuk 

ketersediaan metode kontrasepsi yang beragam, fasilitas untuk mengganti 

metode kontrasepsi, pemberian konseling yang komprehensif, serta upaya 
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peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya KB dalam upaya 

pencegahan kejadian unmet need yang akan berdampak terhadap stunting. 

Pembangunan fasilitas pelayanan KB diharapkan merata dan dapat diakses 

oleh seluruh masyarakat. 

2. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta memaksimalkan peran 

penyuluh KB dengan pemberian pelatihan kompetensi dan workshop keluarga 

berencana. Kemudian juga meningkatkan jumlah penyuluh Keluarga 

Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) agar 

merata di setiap kecamatan, terutama untuk 4 kecamatan belum memiliki PKB/ 

PLKB hingga akhir 2023, yakni kecamatan Pundong, Girisubo, Kalibawang, 

dan Wates. Serta menambah jumlah PKB/ PLKB pada wilayah dengan unmet 

need yang masih tinggi. 

3. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan edukasi 

terhadap Pasangan Usia Subur yang menjadi sasaran utama unmet need agar 

teredukasi terkait manfaat KB dan dampak unmet need terhadap stunting. 

Memberikan program sosialisasi kepada lingkup kelurahan dengan melibatkan 

stakeholder setempat untuk meningkatkan kesadaran dan kepesertaan KB pada 

Pasangan Usia Subur. 

4. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan monitoring 

dan evaluasi terhadap pelayanan KB di tiap kecamatan untuk lebih memahami 

kebutuhan dan permasalahan apa yang harus segera terpenuhi demi 

menurunkan unmet need dan meningkatkan kepesertaan KB. Kegiatan 

monitoring dan evaluasi ini dapat melibatkan penyuluh KB sebagai 

perpanjangan tangan BKKBN DIY dalam memahami kondisi lapangan secara 

langsung. 

5. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penelitian dan 

survei lanjutan berbasis data yang telah dikumpulkan dengan menggandeng 

instansi lain seperti LSM atau Perguruan Tinggi untuk mengidentifikasi 
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kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan 

keluarga berencana. 
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